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 ABSTRACT 

 
Clear and structured tax regulations are very important in a country's economic 
system, but they can change along with developments over time and economic 
policies. This change can be caused by the increasing complexity of tax regulations, 
which can trigger non-compliance and tax avoidance that is detrimental to the 
country. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, 
especially PT. H, in facing the harmonization of tax regulations and to determine 
the impact. PT. H as a trading company was chosen because trading companies 
have a simpler financial structure compared to manufacturing companies and 
service companies. This makes it a good case study for understanding the impact of 
tax law changes without too many other complex factors involved. This research 
uses the Tax Control Framework indicators from the OECD, which include tax 
strategy, control, division of tasks, documentation of the tax implementation 
process, and monitoring of tax implementation. The evaluation results show that 
PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with 
tax consultants, and implementing strict controls to ensure the accuracy of tax 
reporting. They also carry out focused division of tasks, detailed documentation, 
and regular internal monitoring and audits. Despite facing several challenges such 
as understanding complex regulations and lack of government outreach, PT. H 
remains committed to maintaining tax compliance and optimal company 
performance. 
 

 ABSTRAK 

 
Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur sangat penting dalam 
sistem ekonomi suatu negara, namun dapat berubah seiring dengan 
perkembangan zaman dan kebijakan ekonomi. Perubahan ini dapat 
disebabkan oleh kompleksitas aturan perpajakan yang meningkat, yang 
dapat memicu ketidakpatuhan dan penghindaran pajak merugikan negara. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang, 
khususnya PT. H, dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan 
dan untuk mengetahui dampaknya. PT. H sebagai perusahaan dagang 
dipilih karena perusahaan dagang memiliki struktur keuangan yang lebih 
sederhana dibandingkan dengan perusahaan manufaktur maupun 
perusahaan jasa. Ini membuatnya menjadi studi kasus yang baik untuk 
memahami dampak perubahan peraturan perpajakan tanpa terlalu banyak 
faktor kompleks lain yang terlibat. Penelitian ini menggunakan indikator 
Tax Control Framework dari OECD, yang mencakup strategi pajak, 
pengendalian, pembagian tugas, dokumentasi proses pelaksanaan pajak, 
dan pemantauan pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 
PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan 
peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan 
pengendalian ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Mereka 
juga melakukan pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, 
serta pemantauan dan audit internal berkala. Meskipun menghadapi 
beberapa tantangan seperti pemahaman peraturan yang kompleks dan 
kurangnya sosialisasi pemerintah, PT. H tetap berkomitmen untuk menjaga 
kepatuhan perpajakan dan kinerja perusahaan yang optimal. 
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1. PENDAHULUAN 
Peraturan perpajakan adalah salah satu 

pondasi utama dalam sistem ekonomi suatu 
negara. Selain memberikan kepastian hukum 
bagi pelaku usaha, peraturan perpajakan juga 
berperan sebagai sumber pendapatan bagi 
negara (Alfaruqi et al., 2019; Sinaga & 
Hermawan, 2021). Namun, seperti segala hal 
dalam dunia ini, peraturan perpajakan 
tidaklah tetap. Perubahan dalam aturan 
perpajakan terkadang diperlukan untuk 
mengakomodasi perkembangan zaman, 
kebutuhan masyarakat, dan perubahan arah 
kebijakan ekonomi (Sopanah & Harnovinsah, 
2023; Zhang et al., 2021). 

Menurut Putri and Najicha (2021), 
reformasi perpajakan merupakan perubahan 
sistem perpajakan yang terjadi secara  
signifikan  serta komprehensif  yang  
meliputi pembenahan  administrasi 
perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, 
hingga peningkatan basis pajak. Salah satu 
alasannya adalah meningkatnya 
kompleksitas dan kerumitan peraturan 
perpajakan yang ada. Sistem perpajakan yang 
rumit dan sulit dipahami oleh para wajib 
pajak dapat memicu ketidakpatuhan dan 
praktik penghindaran pajak yang merugikan 
negara. Sistem perpajakan yang kompleks 
dan rumit dapat membebani wajib pajak dan 
menghasilkan biaya administrasi yang tinggi. 

Reformasi perpajakan yang baik dapat 
memiliki dampak positif pada investasi dan 
pertumbuhan ekonomi (Berutu & Kuntadi, 
2023). Ketika tarif pajak korporasi diturunkan 
atau insentif perpajakan yang tepat 
diberikan, perusahaan cenderung merespon 
dengan meningkatkan investasi mereka 
(Hutagaol et al., 2022). Hal ini dapat 
mencakup pembangunan fasilitas baru, 
pengembangan produk, peningkatan 
kapasitas produksi, dan perluasan 
operasional. Dengan adanya investasi yang 
lebih besar, lapangan kerja baru dapat  
diciptakan, meningkatkan tingkat 
pengangguran dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat (Ramadhani & Fauzi, 
2020). 

Di Indonesia, harmonisasi peraturan 
perpajakan adalah upaya pemerintah untuk 
menyelaraskan dan mengintegrasikan 
berbagai peraturan perpajakan menjadi satu 
kerangka hukum yang konsisten (Zakaria, 
2023). Harmonisasi ini menciptakan 
kepastian hukum bagi perusahaan dagang, 
mengurangi ketidakpastian, dan 
meningkatkan efisiensi administrasi 
perpajakan (Hanifa & Rosdiana, 2023). Dalam 
konteks global, harmonisasi peraturan 
perpajakan juga menciptakan lingkungan 
bisnis yang lebih menarik bagi perusahaan 
multinasional. 

Dalam UU HPP, dibagikan menjadi 9 bab 
dan 19 pasal. Pada Bab 1 mengenai asas, 
tujuan & ruang lingkup (pasal 1), bab 8 
mengenai ketentuan peralihan (pasal 15), dan 
bab 9 mengenai ketentuan penutup (pasal 16-
19) merupakan bab-bab untuk menjelaskan 
UU HPP itu tersendiri, sedangkan bab 2 
sampai 7 merupakan bagian yang berisi 
perubahan terhadap Undang-undang yang 
berlaku sebelumnya. Masing-masing dari 6 
bab itu membahas mengenai Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), Program Pengungkapan 
Sukarela Wajib Pajak (Tax Amnesty), Pajak 
Karbon, dan Cukai. 

Salah satu keuntungan utama dari 
harmonisasi peraturan perpajakan adalah 
menciptakan kepastian hukum bagi 
perusahaan dagang (Nurillah & Andini, 
2022). Ketika peraturan perpajakan seragam 
dan jelas, perusahaan dapat dengan lebih 
mudah memahami dan mematuhi kewajiban 
perpajakan yang berlaku. Ini membantu 
mengurangi ketidakpastian dan kerumitan 
dalam mengelola aspek perpajakan bisnis 
mereka (Ardianingsih, 2018). 

Pada perusahaan dagang perubahan 
peraturan perpajakan erat kaitannya dengan 
kepatuhan dan perencanaan perpajakan 
perusahaan tersebut (Randa et al., 2021). 
Patuh pada aturan perpajakan adalah 
kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh 
setiap perusahaan. Melanggar aturan 
perpajakan dapat berpotensi mengakibatkan 
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sanksi hukum, denda, atau tindakan hukum 
lainnya. Dengan mematuhi aturan 
perpajakan, perusahaan dapat menjaga 
reputasi mereka dan memastikan 
keberlanjutan bisnis yang lebih baik dalam 
jangka panjang (Siringoringo & Irawan, 
2023). 

Kepatuhan perpajakan adalah kewajiban 
hukum yang harus dipatuhi oleh setiap 
perusahaan (Rahayu et al., 2022). Melanggar 
aturan perpajakan dapat berpotensi 
mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau 
tindakan hukum lainnya (Lestari & 
Darmawan, 2023). Dengan mematuhi aturan 
perpajakan, perusahaan menjaga reputasi 
mereka dan memastikan keberlanjutan bisnis 
yang lebih baik dalam jangka panjang. 
Namun, aspek perubahan peraturan 
perpajakan juga menuntut persiapan dari 
organisasi (Sopanah et al., 2020).  

Menurut Weiner dalam Guamaradewi 
and Gunadi (2018), kesiapan organisasi untuk 
berubah merupakan kebersamaan tekad 
anggota organisasi untuk 
mengimplementasikan perubahan (komitmen 
perubahan) dan kepercayaan bersama pada 
kemampuan kolektif yang mereka miliki 
dalam melakukan perubahan tersebut. 
Kesiapan organisasi mencakup komitmen 
perubahan, kepercayaan kolektif, sumber 
daya manusia berpengetahuan, dan teknologi 
yang adaptif (Rizki & Sulistyan, 2022). 
Perusahaan perlu memiliki sistem, kebijakan, 
dan prosedur yang fleksibel, serta sumber 
daya manusia yang dapat memahami dan 
mengimplementasikan perubahan peraturan 
perpajakan dengan cepat (Sopanah et al., 
2023). 

Penelitian ini memilih perusahaan 
dagang sebagai objek penelitian untuk 
menilai kesiapan mereka menghadapi 
harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian 
ini menggunakan Tax Control Framework 
(TCF) sebagai landasan teori dengan 
indikator yang diberikan oleh OECD. 
Meskipun penelitian sebelumnya telah 
mengevaluasi kesiapan perusahaan terhadap 
perubahan peraturan perpajakan, penelitian 
ini memberikan penekanan khusus pada 

perusahaan dagang dan mencakup semua 
variabel pajak yang relevan. 

Pada penelitian ini perusahaan dagang 
dipilih sebagai obyek penelitian dalam 
menilai kesiapan perusahaan menghadapi 
harmonisasi peraturan perpajakan. 
Perusahaan dagang dipilih karena peneliti 
menilai bahwa perusahaan dagang memiliki 
struktur keuangan yang lebih sederhana 
dibandingkan dengan perusahaan 
manufaktur maupun perusahaan jasa. Ini 
membuatnya menjadi studi kasus yang baik 
untuk memahami dampak perubahan 
peraturan perpajakan tanpa terlalu banyak 
faktor kompleks lain yang terlibat. 

Selain itu perusahaan dagang biasanya 
memiliki pendapatan dari penjualan produk 
atau barang dan pengeluaran untuk 
pembelian barang dagangan. Hal ini 
mempermudah perhitungan pajak yang lebih 
sederhana dan transparan dibandingkan 
dengan perusahaan dengan banyak jenis 
pendapatan atau pengeluaran yang berbeda. 

Dengan melakukan evaluasi kesiapan 
secara komprehensif, perusahaan dapat 
mengidentifikasi perubahan yang 
dibutuhkan, mengambil tindakan yang tepat, 
dan mempersiapkan diri dengan baik untuk 
menghadapi harmonisasi peraturan 
perpajakan. Hal ini bukan hanya langkah 
yang bijak, tetapi juga merupakan strategi 
penting dalam menjaga daya saing 
perusahaan dalam era perubahan yang terus 
berlanjut. Dalam dunia bisnis yang bergerak 
cepat, kesiapan perusahaan adalah kunci 
untuk menghadapi tantangan perpajakan 
yang kompleks dan dinamis. Dengan 
demikian, harmonisasi peraturan perpajakan, 
bersama dengan persiapan organisasi, 
menjadi elemen penting dalam mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian diatas perubahan 
aturan perpajakan merupakan fenomena 
yang terjadi di tingkat nasional maupun 
internasional, dengan tujuan untuk mencapai 
efisiensi, transparansi, dan mengurangi 
kerawanan dalam sistem perpajakan. 
Reformasi perpajakan yang baik dapat 
merangsang investasi, pertumbuhan 
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ekonomi, dan meningkatkan daya saing 
suatu negara di pasar global. Dengan 
demikian perusahaan harus mengambil 
pendekatan proaktif dalam menghadapi 
perubahan aturan perpajakan. Kesiapan 
perusahaan sebagai entitas pajak perlu 
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 
sistem perpajakan mereka, menganalisis 
dampak perubahan aturan, dan 
mengidentifikasi langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mematuhi ketentuan baru.  
 
2. TELAAH TEORI 
2.1. Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

Pada 7 Oktober 2021, DPR bersama 
Pemerintah telah mengesahkan Undang-
Undang No. 7 tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
yang terdiri dari sembilan bab dengan enam 
lingkup pengaturan. Undang-undang ini 
memiliki tujuan untuk menyelaraskan 
peraturan perpajakan yang berlaku di 
berbagai sektor dan wilayah di Indonesia 
guna menciptakan keadilan, kepastian 
hukum, dan memperkuat sistem perpajakan 
negara. 

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
Pasal 1 Ayat 2, tujuan dari pembentukan 
Undang-Undang ini adalah: 
a. Meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian yang berkelanjutan dan 
mendukung percepatan pemulihan 
perekonomian.  

b. Mengoptimalkan penerimaan negara 
guna membiayai pembangunan nasional 
secara mandiri menuju masyarakat 
Indonesia yang adil, makmur, dan 
sejahtera.  

c. Mewujudkan sistem perpajakan yang 
lebih berkeadilan dan berkepastian 
hukum.  

d. Melaksanakan reformasi administrasi, 
kebijakan perpajakan yang konsolidatif, 
dan perluasan basis perpajakan.  

e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib 
Pajak. 
Dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. Maka perubahan yang dilakukan 
meliputi hal-hal berikut ini : 
a. Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 
b. Peraturan Pajak Penghasilan 
c. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai 
d. Peraturan Program Pengungkapan 

Sukarela (PPS) 
e. Peraturan Pajak Karbon 
f. Cukai 
 
2.2. Perusahaan Dagang dan Obyek 
Perpajakan Perusahaan Dagang 

Menurut Sujarweni (2016), perusahaan 
dagang adalah perusahaan yang kegiatannya 
melakukan pembelian barang kemudian 
barang tersebut dijual kembali tanpa 
mengubah bentuk dengan harga yang lebih 
tinggi. 

Menurut Siregar (2022), perusahaan 
dagang adalah perusahaan yang tidak 
memproduksi barang, karena kegiaan 
utamanya meliputi penjualan dan pembelian 
barang dagang. Perusahaan dagang, sebagai 
entitas yang mengkhususkan diri dalam 
pembelian dan penjualan barang dagangan, 
memiliki karakteristik khusus yang 
membuatnya sensitif terhadap perubahan 
dalam peraturan perpajakan seperti UU HPP. 
Seperti fokus pada penjualan barang 
berwujud, kegiatan pembelian dan penjualan 
tanpa proses tambahan, pendapatan pokok 
dari penjualan barang dagang, dan peran 
sebagai perantara antara produsen dan 
konsumen. Ini menunjukkan bahwa 
perusahaan dagang memiliki eksposur yang 
tinggi terhadap perubahan dalam peraturan 
perpajakan terutama terkait dengan Pajak 
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). 

Berikut ini adalah aspek perpajakan yang 
dikenakan pada perusahaan dagang sebagai 
wajib pajak badan : 
a. PPh Pasal 21  
b. PPh Pasal 22 
c. PPh Pasal 23 
d. PPh Pasal 25 
e. PPh Pasal 29 
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f. Pajak Pertambahan Nilai dan Barang 
Mewah 

 
2.3. Tax Control Framework 

Menurut Peters et al. (2011), Tax Control 
Framework (TCF) adalah serangkaian proses 
dan prosedur pengendalian internal yang 
memastikan bahwa risiko dalam pajak dapat 
diketahui dan dikendalikan. TCF adalah 
sarana penting untuk mengelola masalah 
pajak organisasi secara keseluruhan. Pada 
prinsipnya, ini mencakup semua pajak yang 
berlaku untuk suatu organisasi, penyerahan 
pengembalian pajak dan pembayaran 
ketetapan yang lengkap, akurat dan tepat 
waktu juga termasuk dalam cakupan TCF . 
TCF membantu perusahaan berkomunikasi 
dengan jelas tentang masalah pajak dengan 
semua pemangku kepentingan eksternal dan 
internalnya. 

Menurut OECD (2016) ada prinsip-
prinsip dari TCF. Hal tersebut adalah : 
a. Penetapan strategi pajak. Hal ini 

berkaitan dengan arahan atau panduan 
dari pimpinan instansi atas pengelolaan 
risiko, toleransi risiko, pengambilan 
keputusan, dan kebijakan dalam 
pelaporan dan pembayaran pajak. 

b. Penerapan pengendalian. Hal ini 
berkaitan dengan penerapan prosedur 
pengendalian yang diperlukan dan 
penerapannya dilakukan secara 
komprehensif.  

c. Pembagian tugas. Hal ini berhubungan 
denganm pembagian peran dan 
tanggung jawab masing-masing bidang.  

d. Proses pelaksanaan pajak 
terdokumentasi. Seluruh proses 
pelaksanaan pajak harus 
didokumentasikan secara akurat.  

e. Pemantauan atas proses pelaksanaan 
pajak dan operasional pegendalian. Hal 
ini berkaitan dengan proses monitoring 
dan perbaikan kerangka pengendalian 
serta evaluasi kinerja. 
Menurut Ridder (2016) menyimpulkan 

bahwa Tax Control Framework (TCF) adalah 
alat yang mendukung manajemen risiko 
pajak perusahaan dan integrasi kebijakan tata 

kelola, pengendalian internal, dan proses 
perpajakan. TCF mencakup identifikasi dan 
dokumentasi kontrol internal untuk 
mengelola dan mengurangi risiko yang 
terkait dengan pelaporan keuangan, 
kepatuhan pajak, dan kegiatan perpajakan 
lainnya. 
 
3.  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode studi 
kasus dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan 
pada kualitas bukan kuantitas dan data-data 
yang dikumpulkan bukan berasal dari 
kuisioner melainkan berasal dari wawancara, 
observasi langsung dan dokumen resmi yang 
terkait lainnya. Penelitian ini memusatkan 
diri secara instensif pada satu obyek tertentu 
yang mempelajari sebagai suatu kasus. 
Menurut Ellet (2007), studi kasus setidaknya 
memiliki empat manfaat, yaitu:  
a. Studi kasus digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja atau hasil yang 
sudah ada.  

b. Studi kasus juga digunakan untuk 
menganalisis situasi tertentu.  

c. Studi kasus adalah memberikan solusi 
untuk masalah yang dihadapi.  

d. Studi kasus juga menyediakan informasi 
yang relevan untuk pengambilan 
keputusan. 
Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini berupa wawancara, observasi, 
dan studi literatur. Pertanyaan wawancara 
disusun menggunakan indikator prinsip-
prinsip TCF yang diberikan oleh OECD, 
prinsip-prinsip ini dijadikan indikator untuk 
membuat pertanyaan wawancara yang 
digunakan untuk mengukur kesiapan PT. H 
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi 
di UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan. Data yang akan 
dikumpulkan dalam proses wawancara akan 
berpusat kedalam kesiapan PT. H dalam 
menghadapi Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan. Dalam penelitian ini data yang 
akan diobservasi adalah data keuangan dan 
perpajakan PT. H yang terkait dengan UU 
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No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan yang relevan dengan 
PT. H. Peneliti akan mengobservasi 
bagaimana internal perusahaan beradaptasi 
dengan perubahan dalam UU No. 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan. Studi literatur dalam penelitian 
ini berupa pengumpulan data dengan cara 
mencari dan membaca sumber-sumber 
tertulis yang ada seperti buku atau literatur 
yang menjelaskan tentang landasan teori. 

Untuk keperluan analisis data, peneliti 
menggunakan jenis penelitian deskriptif 
analisis, yaitu penelitian yang bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. 
Langkah-langkah dalam analisis data 
deskriptif kualitatif adalah  sebagai berikut 
(Rijali, 2018): 
a. Pengumpulan Data 
b. Reduksi Data 
c. Penyajian Data  
d. Pengambilan Kesimpulan 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Analisis Prinsip-Prinsip Tax Control 
Framework Pada PT. H 
Penetapan Strategi Pajak 

Penetapan strategi pajak dalam 
perusahaan dagang adalah sebuah tahapan 
penting di dalam manajemen perpajakan 
yang memerlukan pemikiran strategis yang 
cermat. Proses ini melibatkan pemilihan 
metode atau pendekatan yang akan 
digunakan oleh perusahaan untuk mengelola 
dan mengurangi kewajiban pajak mereka 
secara sah dan sesuai hukum. Strategi ini 
melibatkan pemantauan berbagai aspek yang 
berkaitan dengan perpajakan, termasuk 
pendapatan perusahaan, pengeluaran yang 
memenuhi syarat untuk pengurangan pajak, 
serta identifikasi dan pengelolaan risiko 
perpajakan. 

Dalam wawancara peneliti mendapatkan 
jawaban bahwa menurut bagian Finance, 
Accounting & Tax, PT. H mengantisipasi 
perubahan peraturan perpajakan dengan 
cara:  

“Kita mengantisipasi perubahan aturan 
perpajakan dengan melakukan pemantauan aktif 
terhadap UU HPP ini ya. Ada konsultan juga, 
jadi tiap ada update kita bisa diskusi dan ambil 
Langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan 
supaya tetap sesuai sama peraturan. Nantinya 
hasil diskusi dan masukan-masukan itu kita 
sampaikan dalam meeting dengan bagian-bagian 
lain, tentang teknis yang sesuai dengan 
bagiannya dan bagaimana pengaruhnya ke bagian 
mereka”. 

Langkah-langkah konkrit dalam 
penerapan strategi pajak PT. H dapat dilihat 
dari jawaban wawancara yang didapatkan 
oleh peneliti sebagai berikut : 
Sales 
“Di bagian saya yang paling awal terasa itu 
perubahan tarif PPn ya. Dari 10% ke 11%. Jadi 
mau ga mau kita harus sosialisasi tuh ke 
customer-customer soal perubahan tarif ini dan 
dampaknya ke total harga jual. Trus juga mesti 
ada penyesuaian di software penjualan kita. 
Begitu 1 April dan berlaku tarif 11%, kita 
langsung rubah tarif PPn nya untuk penyesuaian, 
jadi proses penjualan dan cetak invoice enggak 
keganggu”. 
“Kita juga validasi transaksi dan juga faktur pajak 
sebelum dan sesudah PPn 11% dimulai. Kami 
melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap 
dokumen transaksi penjualan, seperti faktur dan 
kontrak penjualan, untuk memastikan bahwa 
mereka mematuhi persyaratan perpajakan yang 
baru. Ini mencakup pengecekan kode pajak 
pelanggan dan pemotongan pajak yang sesuai”. 

Untuk menerapkan strategi pajak yang 
baik, diperlukan komunikasi antar bagian 
untuk menghadapi perubahan peraturan 
perpajakan yang mencakup berbagai bidang 
dalam Perusahaan. menurut bagian Finance, 
Accounting & Tax, PT. H dalam wawancara 
menjelaskan bahwa: 
“Dari Direktur minta proses penerapan hasil 
diskusi dengan konsultan pajak itu ada meeting 
setiap minggu nya ya. Jadi setiap ada kendala bisa 
langsung dicari solusinya. Karena takutnya kan 
ada penafsiran beda dari teknis yang dikasih, jadi 
evaluasinya dibuat rentang waktunya per pekan, 
biar bisa langsung di trace masalahnya”. 
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Penetapan Pengendalian 
Penerapan pengendalian dalam Tax 

Control Framework di perusahaan dagang 
adalah serangkaian langkah-langkah kunci 
dan prosedur yang telah diterapkan untuk 
menjaga tingkat kepatuhan perusahaan 
terhadap hukum perpajakan. Pertanyaan 
yang diajukan adalah terkait dengan 
bagaimana masing-masing bagian 
mempersiapkan diri untuk memahami dan 
menerapkan perubahan peraturan 
perpajakan yang relevan dengan aktivitas 
mereka. Berikut ini adalah jawaban yang 
peneliti dapatkan: 
Purchasing 
“Mungkin karena kultur perusahaannya ya. Jadi 
di sini memang 1 orang memang spesialiasi 
dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi untuk 
tim purchasing memang langsung dibantu sama 
direktur. Kebetulan untuk penentuan supplier 
import memang keputusannya langsung dari 
direktur, karena chanelnya langsung dari dia. Jadi 
kita biasanya lebih mencari supplier untuk 
pengadaan yang lokal. Dan pesannya itu terkait 
perubahan tarif PPn ya untuk mencari supplier 
lokal yang PKP. Selain itu sama seperti tim 
finance, kita juga dibriefing sama konsultan 
terkait aturan terbaru, jadi kita harus bisa pastiin 
tarif import yang dikenakan benar”. 

Dari hasil wawancara dapat dilihat 
secara jelas bahwa masing-masing 
departemen di perusahaan tampak memiliki 
tugas yang berbeda dalam mempersiapkan 
diri menghadapi perubahan peraturan 
perpajakan yang relevan dengan aktivitas 
mereka. 
 
Pembagian Tugas 

Pembagian tugas dalam Tax Control 
Framework di perusahaan dagang merupakan 
suatu upaya penting untuk mencapai 
efisiensi dan kepatuhan pajak yang optimal. 
Dengan membagi tanggung jawab terkait 
perpajakan ke dalam berbagai anggota tim 
atau departemen, perusahaan menciptakan 
struktur organisasi yang terfokus dan 
terkoordinasi secara baik dalam menghadapi 
kompleksitas peraturan perpajakan. 

Proses pembagian tugas pada PT. H 
terkait dengan kultur perusahaan yang 

mengutamakan spesialisasi dalam masing-
masing bidang yang ada. Direktur sekaligus 
pemilik PT. H lebih mengutamakan individu 
yang memegang satu pekerjaan dan hanya 
berfokus pada pekerjaan tersebut. Hal ini 
didapat berdasarkan hasil wawancara 
dengan masing-masing bagian sebagai 
berikut ini: 
Finance, Accounting & Tax 
“Kalau kita di sini jatuhnya lebih ke perorangan 
ya. Maksudnya 1 orang ya Cuma ngerjain 1 
pekerjaan, dari awal memang seperti itu. Direktur 
juga ga mau pekerjaannya campur-campur, jadi 
seperti saya yang fokus sama finance ya enggak 
ganggu-ganggu pekerjaan accounting dan tax. 
Tapi kita tetap koordinasi, cm memang kita 
laporan langsung dengan Direktur”. 
HR 
“Memang kultur perusahaannya ya, jadi peran 
dan tanggung jawab masing-masing ya memang 
sudah jelas dari awal. Setiap orang fokus sama 
bagiannya, tapi tetap kita koordinasi, karena ada 
meeting-meeting rutin juga. Jadi progress 
masing-masing tetap jelas”. 

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah 
ada perbedaan tanggung jawab dan peran 
terkait dengan UU HPP: 
HR 
“Untuk peran sebenarnya tidak ada perubahan ya. 
Tapi memang untuk tanggung jawabnya yang 
bertambah. Karena masing-masing bagian harus 
update, perubahan apa yang teknisnya kena ke 
bagian mereka. Seperti saya di HR ya tambah 
tugas untuk sediain waktu pelatihan dan update 
perhitungan PPh 21 karyawan karena terkait 
dengan penggajian karyawan”. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan 
bahwa proses pembagian tugas di PT. H 
tercermin dari kultur perusahaan yang 
menitikberatkan pada spesialisasi dalam 
setiap bidang. Direktur yang juga pemilik 
perusahaan mengutamakan pendekatan di 
mana setiap individu fokus pada satu 
pekerjaan khususnya.  Pertanyaan peneliti 
tentang dampak UU HPP juga 
mengungkapkan bahwa peran dalam tim 
tidak mengalami perubahan signifikan. 
Namun, tanggung jawab mereka bertambah, 
terutama dalam hal mengikuti 
perkembangan peraturan pajak dan teknis 
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perubahan yang berdampak pada bidang 
mereka.  

 
Pelaksanaan Terdokumentasi 

Dalam pelaksanaan terdokumentasi, 
dokumen-dokumen yang dimaksud 
mencakup setiap langkah dalam siklus 
perpajakan perusahaan, mulai dari 
pengumpulan data pajak hingga proses 
pemrosesan dan akhirnya pelaporan kepada 
otoritas pajak. Dokumentasi ini juga 
mencakup pedoman tentang bagaimana 
mengidentifikasi, menghitung, dan 
memproses pajak yang berlaku sesuai dengan 
hukum perpajakan yang berlaku.  

Dalam konteks dokumentasi 
pelaksanaan perpajakan, peneliti memastikan 
bagaimana proses dokumentasi dilakukan 
dan bagaimana akurasi dari dokumentasi 
tersebut. Berikut adalah jawaban yang 
diberikan dari masing-masing bagian: 
Finance, Accounting & Tax  
“Untuk dokumentasi kita masing-masing bagian 
sudah ada SOP masing-masing ya. Dan sudah 
baku juga pelaporannya. Ada ceklist yang 
diberkan sama Direktur terkait dengan 
dokumentasi dokumen pajak ya. Contohnya untuk 
bagian Tax nanti setiap tanggal 20 diminta 
pelaporan SPT masa sudah selesai semua, baik itu 
PPh 21, 23 dan juga PPn nya. Untuk SPT PPh 
21 diminta crosscheck dengan bagian HR, PPh 23 
dengan bagian Accounting dan Finance dan PPn 
dengan bagian Sales dan Purchasing. Jadi 
masing-masing laporan dipastikan akurasinya”. 
Sales  
“Untuk bagian Sales kita koordinasi dengan 
bagian Tax ya. Jadi setiap transaksi penjualan 
admin sales akan cetak invoice dan validasi 
transaksinya. Setelah itu bagian Tax akan buat 
faktur pajaknya. Nanti diakhir bulan kita akan 
crosscheck perhitungan salesnya dengan pajak 
keluaran yang ada dibulan itu untuk bantu 
bagian Tax dalam pelaporan SPT nya. Untuk 
dokumen yang ada di bagian sales juga sudah ada 
SOP penyimpanan dan pelaporannya. Dan kita 
juga ada tugas untuk kirim faktur pajak yang 
sudah dibuat oleh bagian Tax dan dokumentasi 
faktur tersebut dengan invoice transaksinya”. 

Selanjutnya Peneliti berusaha untuk 
melihat apakah ada perubahan atau 

penyesuaian proses dokumentasi terkait 
dengan perubahan peraturan perpajakan 
yang terjadi: 
Purchasing  
“Untuk bagian pembelian tidak ada penyesuaian 
yang gimana-gimana ya. Paling dari direktur 
minta dipisahkan transaksi yang sebelum dan 
sesudah penerapan PPh 11%. Trus juga 
tambahan data untuk supplier lokal baru yang 
sudah PKP”. 
HR 
“Untuk proses dokumentasi nya tidak ada 
perubahan ya. Cuma ada tambahan data, untuk 
pastiin karyawan sudah melakukan pemadanan 
data NIK dan NPWP di akun DJP nya masing-
masing”. 

Hasil wawancara menggambarkan 
bagaimana berbagai bagian perusahaan, 
memiliki prosedur operasional standar (SOP) 
dan langkah-langkah dokumentasi yang telah 
ditetapkan. Masing-masing bagian memiliki 
tanggung jawab yang berbeda dalam proses 
dokumentasi perpajakan dan pelaporan yang 
melibatkan berbagai aspek, seperti SPT, 
faktur pajak, dan dokumen transaksi. Selain 
itu masing-masing juga menjelaskan bahwa 
perubahan hanya terjadi pada aspek teknis 
perpajakan, dan pemisahan transaksi 
sebelum dan sesudah diterapkan PPh 11%. 
Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa 
berbagai bagian dalam perusahaan memiliki 
peran kunci dalam proses dokumentasi 
perpajakan dan telah melakukan koordinasi 
dengan baik. 

 
Pemantauan Proses 

Pemantauan mencakup serangkaian 
tindakan yang melibatkan pengamatan 
terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan, 
penegakan prosedur-prosedur yang telah 
ditetapkan, dan evaluasi terhadap hasil atau 
laporan yang terkait dengan pajak. Ini 
melibatkan pemantauan yang berkelanjutan 
terhadap seluruh proses perpajakan, mulai 
dari pengumpulan data perpajakan hingga 
pelaporan kepada otoritas pajak. 

Berikut ini adalah jawaban yang peneliti 
dapatkan dari masing-masing bagian: 
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Finance, Accounting & Tax 
“Untuk bagian FAT kita memantau dan evaluasi 
kepatuhan itu yang pertama berdasarkan laporan 
dan dokumentasi ya. Kita selalu menjaga laporan 
dan dokumentasi yang lengkap dan akurat terkait 
dengan transaksi perpajakan. Termasuk pengisian 
dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan 
benar, seperti faktur pajak, karena kalau hasilnya 
gak klop nanti kita bisa trace dimana 
kesalahannya”.  
“Selain itu kita juga ada kerjasama dengan 
konsultan ya. kalau perubahan aturannya terlalu 
kompleks atau berdampak besar, tentu kita gak 
mungkin kerja sendiri, kita perlu konsultan pajak 
eksternal yang lebih tahu”. 
HR 
“Untuk bagian HR proses evaluasinya ada 2 arah 
ya, kita membantu bagian lain dalam proses 
evaluasi, kita juga melakukan evaluasi bagian kita. 
Untuk bagian lain kita membantu proses audit 
internal untuk memeriksa kesesuaian bagian lain 
dibantu dengan bagian FAT. Lalu untuk bagian 
kami di HR kami didukung oleh direktur ya, jadi 
dibantu sama konsultan eksternal dan diskusi 
tentang peraturan baru. Contohnya ada aturan 
tentang Natura ini yang jujur agak bikin pusing 
ya. karena aturannya cenderung rumit dan 
banyak jenisnya. Dari hasil diskusi dengan 
konsultan kita jadi dapat gambaran untuk lakuin 
teknisnya lebih mudah. Karena PPh 21 nya disini 
gross up, makanya setiap penambahan beban 
Direktur yang sekaligus Owner maunya jelas 
hitungannya”. 

Setelah memastikan prinsip pemantauan 
proses, peneliti ingin mengetahui apa saja 
kendala yang dialami masing-masing bagian 
dalam menghadapi dan mengevaluasi 
penerapan peraturan perpajakan terbaru: 
Finance, Accounting & Tax 
“Yang utama sih kendala ke pemahaman 
peraturan terbarunya ya. Tapi untungnya kita 
masih dibantu konsultan ya. Jadi untuk teknisnya 
bisa lebih terarah. Contohnya aturan tentang 
natura, itu kan aturannya ngejelimet ya. terlebih 
lagi disini PPh 21 nya gross up jadi cost nya 
ditanggung perusahaan, makanya teknis dan 
hitungannya mesti bener. Untuk pemberlakukan 
tarif PPh Badan hampir tidak ada masalah sih. 
Untuk proses pelaporan SPT Masa karena 
teknisnya hampir mirip-mirip jadi tidak terlalu 
terasa perubahannya”. 

Sales 
“Untuk bagian sales kendalanya paling 
hitungannya ya. karena harganya include PPn. 
Terus bagian sosialisasi ke customer karena ada 
penyesuaian harga. Kayanya pemerintah agak 
kurang ya sosialisasi 11% ini ke luar ya, karena 
customer kita banyak yang tanya dan malah 
enggak tahu soal kenaikan ini. Jadi akhirnya kita-
kita yang jelasin”. 
HR 
“Di HR yang relevan ada di aturan tentang NIK 
dan KTP. Begitu ada himbauan dari DJP, saya 
langsung buat memo untuk karyawan dan saya 
follow up dan pastiin bahwa kebijakan itu 
dilakuin. Trus ada lagi yang soal pembebanan 
natura ya. kita dibantu sama bagian FAT untuk 
proses penghitungan dan crosscheck hitungannya 
sudah betul atau belum”. 

Dari jawaban wawancara berbagai 
departemen dalam perusahaan 
mengungkapkan pendekatan yang beragam 
dalam pemantauan dan evaluasi kepatuhan 
terhadap peraturan perpajakan. Departemen 
Finance, Accounting & Tax (N1) menekankan 
pentingnya pemantauan melalui laporan dan 
dokumentasi yang akurat, serta kerjasama 
dengan konsultan pajak eksternal. Mereka 
juga fokus pada pemantauan faktur pajak 
untuk menghindari kesalahan.  

Di sisi lain, Sales (N2) menekankan 
pemantauan perubahan aturan pajak dengan 
langganan informasi resmi pajak dan kelas-
kelas pajak. Mereka juga melakukan audit 
internal rutin untuk mengoreksi potensi 
kesalahan sebelum menjadi masalah yang 
lebih besar. Bagian Purchasing (N3) 
menekankan kolaborasi dengan tim Finance, 
Accounting & Tax untuk memastikan 
transaksi pembelian sesuai dengan peraturan 
perpajakan. Mereka juga fokus pada 
pemantauan supplier lokal yang memiliki 
status PKP. Sementara departemen HR (N4) 
mencatat bahwa mereka membantu proses 
evaluasi internal dan eksternal dengan 
direktur dan konsultan pajak eksternal.  

 
Evaluasi Kesiapan PT. H Menghadapi 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

Hasil evaluasi PT. H dalam menghadapi 
harmonisasi peraturan perpajakan 
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menunjukkan pendekatan proaktif dan 
terkoordinasi dalam mengelola aspek 
perpajakan perusahaan. Evaluasi ini berfokus 
pada strategi pajak yang bijaksana sebagai 
elemen penting dalam menjaga stabilitas 
keuangan dan pertumbuhan bisnis PT. H 
Langkah-langkah konkret yang diambil 
termasuk pemantauan aktif peraturan 
perpajakan, kerjasama dengan konsultan 
pajak, dan pelatihan untuk berbagai bagian 
perusahaan. 

Setiap bagian di PT. H, seperti keuangan, 
penjualan, pembelian, dan HR, memiliki 
tindakan konkret dalam menghadapi 
perubahan peraturan perpajakan. Ini 
mencakup penyesuaian dalam perangkat 
lunak, pemilihan supplier yang sesuai 
dengan peraturan, pemadanan NIK dan 
NPWP karyawan, serta perhitungan PPh 21 
yang akurat. Komunikasi antar bagian sangat 
ditekankan, dengan pertemuan mingguan 
untuk membahas masalah teknis. 

Dokumentasi yang akurat dan audit 
internal rutin menjadi bagian integral dalam 
pemantauan dan evaluasi perpajakan di PT. 
H. Kendala yang dihadapi mencakup 
pemahaman peraturan yang kompleks dan 
tantangan dalam menyosialisasikan 
perubahan peraturan kepada pelanggan. 

Secara keseluruhan, evaluasi ini 
membantu PT. H menjaga efisiensi pajak, 
optimalisasi keuangan, dan kepatuhan 
terhadap peraturan perpajakan. Pendekatan 
proaktif mereka dalam menghadapi 
perubahan peraturan perpajakan adalah 
langkah penting dalam menjaga 
keberlanjutan bisnis mereka 
 
5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, sejumlah 

rekomendasi dapat diajukan untuk 

meningkatkan efektivitas manajemen 

perpajakan PT. H dalam menghadapi 

perubahan peraturan perpajakan. PT. H perlu 

meningkatkan pemahaman internal mengenai 

peraturan perpajakan yang kompleks. 

Ketergantungan pada konsultan eksternal saat 

ini dapat menjadi beban tambahan, sehingga 

penting bagi departemen Finance, 

Accounting, dan Tax PT. H untuk terus 

meningkatkan pengetahuan perpajakan 

mereka. Selanjutnya PT. H perlu mencari 

supplier lokal dalam operasional PT. H dapat 

membantu memaksimalkan potensi insentif 

perpajakan yang ada. Ini perlu dijadikan 

pertimbangan serius. 

PT. H harus melakukan otomatisasi 

proses perhitungan dan pelaporan pajak, 

terutama yang terkait dengan penjualan, dapat 

meningkatkan akurasi dan efisiensi 

manajemen perpajakan PT. H. Selanjutnya 

penyimpanan dokumen perpajakan yang rapi 

dan mudah diakses sangat penting. PT. H 

dapat mempertimbangkan untuk memperkuat 

proses dokumentasi mereka guna mengurangi 

risiko kesalahan. 

Yang Terakhir pemantauan terus-menerus 

terhadap perubahan aturan perpajakan dan 

audit internal berkala adalah langkah yang 

krusial. Hal ini membantu PT. H mematuhi 

peraturan perpajakan yang berlaku dan 

mengidentifikasi potensi masalah sebelum 

menjadi masalah yang lebih besar. Dengan 

menjaga kerjasama antar departemen melalui 

koordinasi dan komunikasi rutin akan 

memastikan seluruh organisasi beroperasi 

secara sinergis dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Dengan menerapkan rekomendasi 

ini, PT H. dapat menghadapi perubahan 

peraturan perpajakan dengan lebih baik dan 

meningkatkan efisiensi manajemen 

perpajakan mereka. 
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